BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyebutkan  bahwa  Kepala  Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia = Tahun
2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4652);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



20.
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25.

26.
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16
Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 19);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

£.

mo a0 o

Laporan realisasi anggaran;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas; dan

Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah /
Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

a sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp.2.353.030.274.957,00
b. Belanja Rp.1.896.830.515.438,00
c. Transfer Rp. 361.509.357.482,00
d. Surplus/(defisit) Rp. 94.690.402.037,00
e. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 166.750.302.936,00
- Pengeluaran Rp. 31.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp.135.750.302.936,00
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.230.440.704.973,00
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (13.373.209.043,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.2.366.403.484.000,00
2. Realisasi Rp.2.353.030.274.957,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. (13.373.209.043,00)



.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (238.498.809.562,00)
dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.2.135.329.325.000,00

2. Realisasi Rp.1.896.830.515.438,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. (238.498.809.562,00)

. Selisih Anggaran dengan realisasi transfer sejumlah

Rp. (5.405.863.518,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran transfer setelah perubahan Rp.366.915.221.000,00

2. Realisasi Rp.361.509.357.482,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. (5.405.863.518,00)

. Selisih  Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah
Rp.230.531.464.037,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (135.841.062.000,00)

2. Realisasi Rp. 94.690.402.037,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 230.531.464.037,00

. Selisih  Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.(4.090.759.064,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan

pembiayaan setelah perubahan Rp.170.841.062.000,00
2. Realisasi Rp.166.750.302.936,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. (4.090.759.064,00)

Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.(4.000.000.000,00) dengan perincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan Rp.35.000.000.000,00
2. Realisasi Rp.31.000.000.000,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. (4.000.000.000,00)

. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.(90.759.064,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahanRp.135.841.062.000,00

2. Realisasi Rp.135.750.302.936,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. (90.759.064,00)

. Selisih Anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
sejumlah Rp.230.440.704.973,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran
(SILPA) setelah perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 230.440.704.973,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 230.440.704.973,00




Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.166.466.702.936,00

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaanRp.166.466.702.936,00
Tahun berjalan

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp.230.440.704.973,00
(SILPA/SIKPA)
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.230.440.704.973,00
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan -LO Rp.2.166.390.859.419,02

b. Beban Rp.1.860.578.747.210,31

c. Kegiatan Non Operasional Rp. 297.128.666,58

d. Pos Luar Biasa Rp. (2.218.214.045,00)

c. Surplus /(Defisit)-LO Rp. 303.891.026.830,29
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp.2.954.033.132.467,38

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 303.891.026.830,29

c. Koreksi Kesalahan Rp. (53.286.148.805,00)

d. Ekuitas Akhir Rp.3.204.638.010.492,67
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember
Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.3.227.551.323.034,14

b. Jumlah kewajiban Rp. 22.913.312.541,47

c. Jumlah ekuitas Rp.3.204.638.010.492,67
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Kas awal per 1 Januari 2017 Rp. 174.292.466.154,00

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 481.841.101.454,00

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp.(335.478.422.440,00)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (30.716.400.000,00)

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 55.500.000,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 Rp. 230.441.711.360,00
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g untuk Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum pada
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

o

o o

5@ oo

=

—.

B

©

IR

@

Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

¢ Rincian laporan realisasi

: Iktisar

: Laporan realisasi anggaran;

¢ Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

Pemerintahan daerah dan organisasi;

anggaran menurut urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

¢ Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan,;

¢ Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

¢ Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

: Laporan operasional:

: Laporan perubahan ekuitas;

¢ Neraca;

: Laporan arus kas;

: Catatan atas laporan keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

: Daftar

rekapitulasi  realisasi penambahan  dan

pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi aset tetap;

: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
: Daftar rekapitulasi aset lainnya;

: Daftar dana cadangan daerah;

: Daftar kewajiban jangka pendek;

: Daftar kewajiban jangka panjang;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

laporan keuangan Badan Usahan Milik

Daerah /Perusahaan daerah.



Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (2 /2018)



|

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan
keuangan dimaksud terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional, (4)
Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, (7) Catatan
atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan dilampiri Laporan Kinerja dan Ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan di atas disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan
keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang
telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi pemerintah
daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.

Penyajian informasi yang relevan akan membantu pengguna laporan
keuangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran berkenaan. Dengan
demikian diharapkan dapat memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas
dana untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Pemalang yang
berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis
dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang IKHLAS (Indah,
Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat).
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2



